MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Yth,
Para Pimpinan Tinggi Madya
Para Pimpinan Tinggi Pratama

di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

SURAT EDARAN
Nomor: 29 /SE/M/2020
TENTANG
PENETAPAN KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

A. UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan
Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, yang ditindaklanjuti
dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor B/312/M.SM.02.00/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal
Percepatan Pelaksanaan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam
Jabatan Fungsional Dalam Rangka Mendukung Penyederhanaan Birokrasi,
telah dilakukan penyetaraan pejabat pengawas dan administrator yang
dihapus ke dalam jabatan fungsional.

Mengingat jumlah  jabatan administrasi yang  terdampak
penyederhanaan birokrasi cukup besar dan digantikan dengan kelompok
jabatan fungsional, serta dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16



Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan penyederhanaan
organisasi melalui penghapusan 593 jabatan pengawas dan 67 jabatan
administrator pada unit organik, dan 153 jabatan pengawas pada unit
pelaksana teknis, yang digantikan dengan kelompok jabatan fungsional.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dan untuk
memenuhi kebutuhan kaderisasi organisasi serta untuk menjamin
keberlanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehubungan dengan
berakhirnya masa berlaku Surat Edaran Menteri sebelumnya yang
mengatur perihal yang sama pada akhir Desember 2020, perlu menetapkan
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang
Penetapan Koordinator Dan Sub Koordinator Di Kementerian Pekerjaan

Umum Dan Perumahan Rakyat.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 473);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);



C. MAKSUD DAN TUJUAN
Surat Edaran ini bertujuan untuk mengelola dan mengoptimalkan
kelompok jabatan fungsional guna mendukung kinerja organisasi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pimpinan Unit
Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam

mengelola koordinator dan sub koordinator.

D. RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran ini meliputi :

1. Pengertian Koordinator dan Sub Koordinator;

2. Penetapan Jumlah dan Nomenklatur Koordinator dan Sub Koordinator;
3. Pengangkatan dalam Jabatan Koordinator dan Sub Koordinator; dan
4

Penugasan dan Masa Berlaku.

E. PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR
Fungsi koordinasi pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional terdiri
dari:
1. Koordinator adalah pejabat fungsional ahli madya yang ditugaskan
untuk melaksanakan sebagian tugas yang diamanatkan dalam peraturan
menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat tentang organisasi dan
tata kerja, baik yang merupakan turunan langsung dari tugas jabatan
pimpinan tinggi pratama maupun tugas jabatan administrator di lingkup
unit kerja. Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada:
a. Pimpinan Unit Kerja bagi Koordinator yang melaksanakan sebagian
tugas yang merupakan turunan langsung dari tugas jabatan
pimpinan unit kerja.

b. Pimpinan Unit kerja melalui Pejabat Administrator bagi Koordinator
yang melaksanakan sebagian tugas yang merupakan turunan tugas

dari Pejabatan Administrator.

2. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang ditugaskan
untuk melaksanakan sebagian tugas yang diamanatkan dalam peraturan
menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat tentang organisasi dan

tata kerja, baik yang merupakan turunan langsung maupun tidak



langsung dari tugas jabatan administrator di lingkup unit kerja. Sub

Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada:

a.

Pejabat Administrator bagi Sub Koordinator yang melaksanakan
sebagian tugas yang merupakan turunan langsung dari tugas jabatan
administrator.

Pejabat Administrator melalui Koordinator bagi Sub Koordinator yang
melaksanakan sebagian tugas yang merupakan turunan langsung
dari tugas jabatan administrator yang dikoordinasikan oleh
Koordinator.

Koordinator bagi Sub Koordinator yang melaksanakan sebagian tugas

yang merupakan turunan langsung dari tugas Koordinator.

3. Koordinator dan Sub Koordinator diangkat dari pejabat fungsional

menurut kualifikasi jenjangnya, disesuaikan antara karakteristik

kompetensi tugas fungsional dengan fungsi koordinator maupun sub

koordinatornya, dan dapat merupakan pengangkatan baru serta bukan

dari pejabat administrasi sebelumnya.

F. PENETAPAN JUMLAH DAN NOMENKLATUR KOORDINATOR DAN SUB
KOORDINATOR

1. Jumlah Koordinator ditentukan paling banyak:

a.

b.

Total sejumlah 5 (lima) Pejabat Administrator ditambah dengan

Koordinator bagi unit yang berbentuk:

1) Direktorat di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

2) Direktorat di Direktorat Jenderal Bina Marga

3) Direktorat di Direktorat Jenderal Cipta Karya

4) Direktorat di Direktorat Jenderal Perumahan

Total sejumlah 4 (empat) Pejabat Administrator ditambah dengan

Koordinator bagi unit yang berbentuk:

1) Direktorat di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

2) Direktorat di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan

3) Sekretariat Direktorat Jenderal /Inspektorat Jenderal/Badan

4) Pusat di Direktorat Jenderal

5) Biro dan Pusat di Sekretariat Jenderal

6) Pusat di Badan



2. Jumlah Sub Koordinator ditentukan paling banyak:

a.

Total sejumlah 12 (dua belas) bagi unit yang berbentuk Sekretariat

Direktorat Jenderal/Badan.

Total sejumlah 11 (sebelas) bagi unit yang berbentuk:

1) Biro di Sekretariat Jenderal

2) Pusat Pengelolaan Data dan Informasi di Sekretariat Jenderal

3) Balai Besar tipe A

Total sejumlah 10 (sepuluh) bagi unit yang berbentuk:

1) Direktorat di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

2) Direktorat di Direktorat Jenderal Bina Marga

3) Direktorat di Direktorat Jenderal Cipta Karya

4) Direktorat di Direktorat Jenderal Perumahan

Total sejumlah 9 (sembilan) bagi unit yang berbentuk:

1) Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo di Direktorat Jenderal
Sumber Daya Air

2) Balai Besar Tipe B

Total sejumlah 8 (delapan) bagi unit yang berbentuk:

1) Sekretariat Inspektorat Jenderal

2) Direktorat di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

3) Direktorat di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan

4) Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah di Sekretariat Jenderal

5) Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan di Sekretariat Jenderal

Total sejumlah 7 (tujuh) bagi unit yang berbentuk Pusat di Badan.

Total sejumlah 2 (dua) bagi unit yang berbentuk:

1) Balai Teknik di Direktorat Jenderal

2) Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi di Direktorat Jenderal
Bina Konstruksi

Total sejumlah 1 (satu) bagi unit yang berbentuk:

1) Balai Jasa Konstruksi

2) Balai Pengembangan Kompetensi

3) Balai Penilaian Kompetensi

3. Pembagian dan persebaran sub koordinator pada entitas di atasnya,

disesuaikan dengan beban kerja, dan tidak selalu harus berimbang

secara jumlah, dan penerapannya seperti contoh berikut:

a. Dalam suatu unit eselon II terdapat 3 Bagian, dan 11 Sub

Koordinator. Maka sub koordinator dapat ditempatkan sebanyak 3



(tiga) di Bagian pertama, 2 (dua) di Bagian kedua, dan 6 (enam) di
Bagian ketiga.
Dalam suatu wunit eselon II terdapat 3 Bagian, dan 11 Sub
Koordinator. Maka sub koordinator dapat ditempatkan sebanyak 4
(empat) di Bagian pertama, 4 (empat) di Bagian kedua, dan 3 (tiga) di
Bagian ketiga.

4. Jumlah Koordinator dan Sub Koordinator Kelompok dapat ditetapkan

lebih sedikit dari pendekatan sebagaimana tersebut pada angka (1) dan

(2) apabila dipandang jumlah persebaran output di unit kerja telah
efektif.

5. Nomenklatur Koordinator dan Sub Koordinator ditetapkan menggunakan

pendekatan urusan, tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam

peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat tentang

organisasi dan tata kerja, dengan nomenklatur awal Koordinator/Sub

Koordinator Bidang Tugas. Untuk memudahkan penamaan, seperti

contoh berikut:

a.

Seorang Analis Kebijakan Ahli Madya yang ditugaskan pada fungsi
organisasi dan tata laksana, diberikan nomenklatur Koordinator
Bidang Tugas Organisasi dan Tata Laksana.

Seorang Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya yang ditugaskan pada
fungsi kompetensi tenaga kerja konstruksi, diberikan nomenklatur
Koordinator Bidang Tugas Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi.
Seorang Teknik Tata Bangunan Ahli Muda yang ditugaskan pada
fungsi program dan anggaran, diberikan nomenklatur Sub
Koordinator Bidang Tugas Program dan Anggaran.

Seorang Analis Kepegawaian Ahli Muda yang ditugaskan pada fungsi
perencanaan pegawai, diberikan nomenklatur Sub Koordinator

Bidang Tugas Perencanaan Pegawai.

6. Nomenklatur Koordinator dan Sub Koordinator ditentukan menggunakan

beberapa pendekatan seperti:

a.

Heterogenitas, yaitu terdapatnya beberapa urusan, tugas dan fungsi
maupun beberapa jabatan fungsional di bawah tanggung jawab
pelaksanaan tugasnya. Dalam pemberian nomenklatur terhadap
kondisi heterogenitas urusan, tugas dan fungsi, perlu diperhatikan
kedekatan kompetensi atau proses dalam perumpunannya. Sebagai
contoh, seorang Pranata Komputer Ahli Muda yang diberikan

tanggung jawab atas tugas pengelolaan data, informasi, dan



dokumentasi, selain menangani beberapa tugas, juga menyelia
jabatan fungsional arsiparis (tugas dokumentasi) selain jabatan
fungsional pranata komputer sebagaimana tugas dan tanggung
jawabnya secara fungsional. Sehingga dalam kasus ini, Pranata
Komputer Ahli Muda tersebut dapat diberikan nomenklatur jabatan
Koordinator Bidang Tugas Data, Informasi, dan Dokumentasi.

b. Distribusi Beban, yaitu terdapatnya persebaran tugas yang dinilai
belum proporsional diantara struktur yang terbentuk pada proses
reorganisasi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri
terkait organisasi dan tata kerja. Persebaran tugas ini dapat
diredistribusi kepada Koordinator maupun Sub Koordinator sebagai
instrumen penyelaras pencapaian kinerja organisasi.

c. Proporsionalitas Turunan Output, yaitu terdapatnya urusan, output,
tugas, dan fungsi dari unit di atasnya yang tidak terakomodir di
tugas dan fungsi entitas struktural yang terbentuk di bawahnya.
Sebagai contoh, tugas organisasi dan tata laksana pada Kepala Biro
Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana tidak terakomodir pada
Bagian (entitas struktural) yang terbentuk, sehingga perlu dibentuk
Koordinator yang melaksanakan tugas terkait organisasi dan tata

laksana.

7. Penetapan Jumlah dan Nomenklatur Koordinator dan Sub Koordinator

diusulkan oleh Pimpinan Unit Organisasi kepada Sekretaris Jenderal,

untuk kemudian ditetapkan paling lambat tanggal 28 Januari 2021.

G. PENGANGKATAN DALAM  JABATAN KOORDINATOR DAN SUB
KOORDINATOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1

Proses pengangkatan dalam jabatan Koordinator dan Sub Koordinator
dilakukan oleh masing-masing pimpinan unit organisasi dengan
memperhatikan kelas jabatan dan persetujuan penetapan jumlah dan
nomenklatur Koordinator dan Sub Koordinator dari Sekretaris Jenderal.
Pengangkatan Koordinator dan Sub Koordinator dilakukan dengan
menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Koordinator dan Sub
Koordinator oleh Pimpinan Unit Organisasi.

Alur proses pengangkatan dalam jabatan Koordinator dan Sub
Koordinator sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan Surat Perintah

Melaksanakan Tugas (SPMT) sebagai Koordinator dan Sub Koordinator



yang ditambahkan rincian tugas pada lampiran SPMT sebagaimana
dimaksud pada angka 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dalam Surat Edaran Menteri ini.

H. PENUGASAN DAN MASA BERLAKU

L

Penugasan sebagai Koordinator dan Sub Koordinator dilakukan

selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penetapan.

2. Masa Berlaku jabatan Koordinator dan Sub Koordinator berlaku sampai
dengan akhir Desember 2021 atau sampai dengan diterbitkannya
Peraturan Perundang-Undangan yang baru.

[. LAIN-LAIN

1.

Koordinator dan Sub Koordinator diberikan kelas jabatan dan
tunjangan kinerja sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR tentang
nama jabatan, kelas jabatan, dan pembayaran tunjangan kinerja.
Seluruh Koordinator dan Sub Koordinator yang ditetapkan sesuai
dengan Surat Edaran Menteri Nomor 13/SE/M/2020 tentang
Penetapan Koordinator dan Sub Koordinator Pelaksana Tugas Dalam
Masa Transisi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
tetap melaksanakan tugas sebagai Koordinator/Sub Koordinator atas
penugasan sebelumnya sampai dengan penetapan kembali Koordinator
dan Sub Koordinator sesuai dengan Surat Edaran Menteri ini.

Sebelum dilakukan penetapan kembali, pengambilan keputusan yang
bersifat strategis dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Unit Kerja Atasan
Langsungnya/ Pejabat Pimpinan Unit Kerja lainnya yang terkait dengan
substansi tugas yang dilaksanakan.

Koordinator dan Sub Koordinator wajib melaksanakan tugas
sebagaimana rincian tugas di dalam SPMT maupun tugas lain yang
diberikan oleh atasan langsungnya untuk menjamin berjalannya
pencapaian target Kkinerja organisasi, selain target kinerja jabatan
fungsional masing-masing.

Dalam hal tidak tersedianya pejabat fungsional yang akan
diproyeksikan sebagai Sub Koordinator, maka beban penyeliaan tugas
dapat digabungkan dengan Sub Koordinator lain, atau dilakukan oleh
pegawai non pejabat fungsional sebagai Ketua Tim yang penetapannya

dilakukan oleh pimpinan unit kerja.



6. Dengan ditetapkannya Surat Edaran Menteri ini, maka Surat Edaran
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun
2020 tentang Penetapan Koordinator dan Sub Koordinator Pelaksana
Tugas pada Masa Transisi di Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

J. PENUTUP

Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2020

)
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B. CONTOH SPMT DAN LAMPIRANNYA

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOR : ISPMT/SJ/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama e s e e e e R B
NIP S 0 e e AR e
Pangkat/Gol. b AR A g e
Ruang
Jabatan . Sekretaris Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama P s asmomns e o mummmsamns o

NIP USSR

Pangkat/Gol. A —

Ruang

Jabatan . Analis Kebijakan Ahli Madya, Biro Kepegawaian dan Ortala,
Sekretariat Jenderal

berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor .../KPTS/SJ/2021 tanggal ....
Januari 2021, terhitung mulai tanggal .... Januari 2021 melaksanakan tugas sebagai
Koordinator Bidang Tugas Organisasi dan Tata Laksana, Biro Kepegawaian dan Ortala,
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan
rincian tugas sebagaimana terlampir terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai
dengan akhir Desember 2021

Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya,
dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan melaksanakan tugas ini tidak benar
yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung
kerugian tersebut.

Jakarta, Januari 2021
Sekretaris Jenderal,

TTD

Tembusan:

1. Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala, Sekretariat Jenderal;
2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
3. Pejabat yang bersangkutan.



LAMPIRAN SPMT

RINCIAN TUGAS
KOORDINATOR BIDANG TUGAS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Rincian tugas Koordinator Bidang Tugas Organisasi dan Tata Laksana:

Pengelolaan Kelembagaan PUPR,;

Fasilitasi Nomenklatur OPD;

Pengelolaan nomenklatur dan kelas jabatan;
Pengelolaan Ketatalaksanaan PUPR;

Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi;
Pengembangan Mind & Cultural Set (Budaya Kerja);
Penyeliaan Fungsional sesuai bidang tugas; dan
Tugas Lain yang diberikan.
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